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LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG KAMUS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL

KAMUS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL

. PENDAHULUAN

A. Umum

1. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ditentukan bahwa Pegawai
Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu.

2. Untuk mendukung Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel
maka perlu untuk menyusun jabatan fungsional umum Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah baik Pusat maupun
Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dimaksudkan sebagai
acuan bagi Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah untuk
menentukan kaedah dan kriteria dalam pemberian nama jabatan
fungsional umum yang bersifat generik serta menentukan rumpun
jabatan.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kamus jabatan fungsional umum meliputi:
1. Inventarisasi jabatan fungsional umum;

2. Pengelompokan jabatan fungsional umum berdasarkan sifat dan
karakteristik pekerjaan;

3. Kamus Jabatan Fungsional Umum.

D. Pengertian

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud

dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
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2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi
Negara.

3. Ikhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugas-
tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang
mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.

4. Uraian Tugas adalah suatu paparan tugas jabatan yang merupakan
upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan Kkerja
menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi
tertentu.

5. Rumpun jabatan adalah sekelompok jabatan yang terdiri dari pegawai
yang memiliki karakteristik sama atau tugas yang sejenis.

. PENYUSUNAN RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI
SIPIL
A. Inventarisasi Jabatan Fungsional Umum

Inventarisasi jabatan dilakukan dengan mengidentifikasi jabatan-jabatan

fungsional umum dari berbagai kriteria jabatan, sebagai berikut:

1. Jabatan fungsional umum yang sudah ada dalam instansi pemerintah
Jabatan fungsional umum yang digali dari berbagai instansi
pemerintah baik pusat maupun daerah.

2. Jabatan Fungsional Umum yang diusulkan dalam pengangkatan
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Jabatan fungsional umum yang digali dari data usulan formasi PNS
yang diusulkan dari berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah.

3. Jabatan Fungsional Tertentu
Jabatan fungsional umum yang digali dari data usulan Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) yang diproyeksikan pada jabatan fungsional
tertentu dimaksud.

4. Jabatan lain yang tugas dan fungsinya sangat dibutuhkan oleh unit
organisasi.
Jabatan fungsional umum yang digali dari jabatan lain seperti
pemungut retribusi, atau petugas kebersihan irigasi.
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B. Aspek-Aspek Jabatan
Beberapa istilah yang sering digunakan dalam jabatan, antara lain:
1. Elemen

Misalnya menghidupkan komputer, memutar, menggosok, menarik,
mengangkat, menekan dan sebagainya.

2. Tugas
Sekumpulan aktivitas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
Contoh:
Mengetik surat.
3. Pekerjaan
Sekumpulan uraian tugas.
Contoh:

Menyiapkan surat keluar, menyiapkan pengiriman surat keluar,
memilah surat masuk, dan mendistribusikan surat masuk.

4. Posisi
Sejumlah pegawai yang melaksanakan tugas dalam suatu organisasi.
Contoh:
Petugas Administrasi.

5. Rumpun Jabatan
Sekelompok jabatan yang terdiri dari pegawai yang memiliki
karakteristik sama atau tugas sejenis yang ditetapkan Analis Jabatan.
Contoh:
Petugas Administrasi dan Petugas Perpustakaan.

6. Karier

Jenjang kedudukan, pekerjaan, dan jabatan yang dapat dilalui oleh
pegawai selama masa kerjanya.

C. Rumpun Jabatan

Dalam Buku Klasifikasi Jabatan Indonesia, jabatan didefinisikan sebagai
sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau
berhubungan satu dengan lain, dalam pelaksanaannya dituntut
kecakapan, pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang sama
pula meskipun tersebar diberbagai tempat.

Rumpun jabatan ada yang bersifat fungsional dan ada yang bersifat
manajerial, yang bersifat fungsional dikatagorikan dalam jabatan
fungsional umum, keahlian, dan keterampilan. Sedangkan yang bersifat
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manajerial lebih menunjuk kepada tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seseorang dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

Dalam kegiatan penyusunan kamus jabatan diawali dengan workshop
analisis jabatan yang menghasilkan informasi jabatan. Aspek utama yang
dianalisis adalah  fungsi, peranan, dan tanggung jawab dari suatu
jabatan.

Berdasarkan uraian tersebut secara singkat dapat disimpulkan, bahwa
uraian jabatan pada dasarnya berisi tentang:

1. identitas jabatan;

2. deskripsi/gambaran tugas jabatan;

3. spesifikasi/persyaratan suatu jabatan; dan
4. informasi lainnya.

Setiap instansi memiliki berbagai jenis jabatan. Setelah dilakukan
analisis jabatan, akan terlihat bahwa beberapa jabatan memiliki sifat dan
karakteristik yang sama atau hampir sama.

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian,
kelembagaan dan ketatalaksanaan, maka jabatan-jabatan yang memiliki
sifat karakteristik yang sama atau hampir sama tersebut perlu dilakukan
pengelompokan ke dalam rumpun jabatan.

Berdasarkan perumpunan tersebut, jabatan fungsional umum dapat
dirumpunkan menjadi 4 (empat) rumpun, yaitu rumpun jabatan
administrasi, rumpun jabatan teknis, rumpun jabatan operasional, dan
rumpun jabatan pelayanan.

Adapun pengertian masing-masing rumpun jabatan fungsional umum

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis rumpun jabatan administrasi adalah kelompok jabatan yang
melakukan kegiatan tata usaha,;

2. Jenis rumpun jabatan teknis adalah kelompok jabatan yang
melakukan cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan
cara dan metode tertentu;

3. Jenis rumpun jabatan operasional adalah kelompok jabatan yang
melakukan proses kerja yang ditandai dengan mengoperasikan
sesuatu peralatan/mesin; dan

4. Jenis rumpun jabatan pelayanan adalah kelompok jabatan yang
membantu atau melayani dalam bentuk jasa, guna memenuhi
kebutuhan internal maupun ekternal organisasi.
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D.

Kriteria Dalam Merumpunkan Jabatan

1. Terintegrasi dalam kelompok-kelompok kegiatan yang mempunyai
saluran-saluran teratur dalam melaksanakan fungsi tiap satuan
organisasi;

2. Memiliki sifat tugas yang sama;
Memiliki kemampuan dan/atau persamaan objek pekerjaan; dan

4. Memiliki kemiripan dan/atau persamaan metoda pelaksanaan
pekerjaan.

1. KAMUS JABATAN FUNGSIONAL UMUM

1.

V. P

1.

Nama-nama Jabatan Fungsional Umum yang dilengkapi dengan ikhtisar,
uraian tugas, dan rumpun jabatan sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran 1 sampai dengan Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

. Dalam penentuan jabatan fungsional umum disusun dalam 2 (dua) jenjang

yaitu tingkat terampil dan tingkat ahli.

Tingkat Terampil dicirikan tidak memerlukan aspek metodologi, teknik
analisis, teknik, dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu
pengetahuan dan/atau pelatihan teknik tertentu.

Contoh Tingkat Terampil:
Pendata, Pendistribusi, dan Penerima.

Tingkat Ahli dicirikan mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan
prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau
pelatihan teknis tertentu.

Contoh Tingkat Ahli:
Analis, Penelaah, dan Pengamat.
ENUTUP

Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ini  dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk.

. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO
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